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Adanya Aplikasi E-court bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dalam
mewujudkan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan
berlakunya aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Martapura memudahkan dan
membantu para subjek hukum yang berperkara di Pengadilan, lebih fleksibel, dapat
meminimalisir waktu dan lebih murah dari sidang biasa.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi E-
Court dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Martapura
kelas IB dan Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Court di
Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris
adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data yang diambil dari data-data lapangan
sebagai sumber data, seperti wawancara dan observasi, yang kemudian di olah untuk
mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi mengenai Implementasi E-
Court dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Martapura
Kelas IB masih belum maksimal dikarenakan seringnya gangguan system pada aplikasi
tersebut. Akan tetapi untuk beberapa perangkat E-Court yaitu E-filling, E-payment, E-
summons, dan E-litigation sudah berjalan dengan semestinya. Faktor pendukungnya E-
Court yaitu proses persidangan penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, lebih
fleksibel, mengurangi interaksi antara para pihak, dan lebih murah dari sidang biasa.
Sedangkan factor penghambatnya antara lain apabila terjadi pemadaman listrik maka
akan menghambat pendaftaran E-Court yang sedang diproses, gangguan system atau
jaringan internet juga mengakibatkan proses pendaftaran yang diproses.
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The existence of an e-court application aims to overcome all obstacles in realizing a
simple, fast and low-cost justice system. With the implementation of the e-court
application at the Martapura District Court, it makes it easier and helps legal subjects
who are litigating in court, are more flexible, can minimize time and are cheaper than
ordinary trials.

This study focuses on two problem formulations, namely how to implement E-Court in
the process of settling civil cases at the Martapura District Court Class IB and What
are the Supporting and Inhibiting Factors for the Implementation of E-Court at the
Martapura District Court Class IB.

The type of research used is empirical research. Empirical research is a type of
research that collects data taken from field data as a source of data, such as interviews
and observations, which are then processed to draw conclusions.

From this study, the results were obtained that the implementation regarding the
implementation of E-Court in the Civil Case Settlement Process at the Class IB
Martapura District Court was still not optimal due to frequent system disturbances in
the application. However, for several E-Court tools, namely e-filling, e-payment, e-
summons, and e-litigation, they are running properly. The supporting factors of E-
Court are that the trial process for settling cases becomes more efficient, more flexible,
reduces interaction between parties, and is cheaper than ordinary trials. While the
inhibiting factors include, if there is a power outage, it will hinder the registration of
the E-Court which is being processed, system or internet network disturbances will also
result in the registration process being processed.
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